


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 20 10 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nom or t4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51a9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66761;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OL6 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
85);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 06);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2OO7 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

1 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2OO7 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ Me);



Menetapkan :

KESATU

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun
2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
(sMK/MAx);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun
2OO9 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Prograrrr
Paket A, Paket B, dan Paket C;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nom or 64
Tahun 2Ol4 tentang Peminatan Pad.a Pendidikan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2O2l tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol8 Nomor 4B);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2O1B
tentang Organisasi dan Tata Keda Cabang Dinas Pada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor
4el;

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2O2l
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah
Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2O2l Nomor 6);

MEMUTUSKAN

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah tentang Daya Tampung Kelas 10 (sepuluh) Pada
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran
2O2r I 2022.

: Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan
dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun
pelajaran.

KEDUA



KETIGA : Daya tampung kelas 10 (sepuluh) pada Sekolah Menengah Atas
(SMA) Negeri tercantum dalam Lampiran I, daya tampung kelas
10 (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini
akan dihitung ulang setelah dikurangi dengan jumlah peserta
didik yang tinggal kelas pada tahun pelajaran 2O2O l2o2l,
peserta didik baru inklusi tahun pelajaran 2O2L I 2022, dan
peserta didik hasil seleksi pada Kelas Khusus Olahraga khusus
pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tahun Pelajaran
2O2r / 2022.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Mei 2O2L

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pembinaan SMK

ANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kep
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah;
B. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XIII;
1 1. Koordinator Pengawas SMA Provinsi Jawa Tengah;
12. Koordinator Pengawas SMK Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua MKKS SMA Provinsi Jawa Tengah;
14. Ketua MKKS SMK Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala SMA Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

DlSDI

16. Kepala S Neseri di Provinsi J Tensah


